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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat  

ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut: 

1. Faktor  penyebab tindak pidana perdagangan perempuan di wilayah hukum 

Polres Gorontalo Kota karena adanya factor kemiskinan yang telah mendorong 

mereka menjadi korban, selain itu factor pendidikan, dan kesulitan dalam 

mencari lapangan pekerjaan, termasuk adanya faktor penegakan hukum. 

2. Hambatan yang dialami petugas kepolisian dalam menanggulangi tindak 

pidana perdagangan perempuan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota 

diantaranya adalah : 

a. Faktor Internal 

1) Kurangnya Jumlah Personil 

Hambatan lainnya yang dialami aparat kepolisian dalam menanggulangi 

tindak pidana perdagangan perempuan di wilayah hukum Polres Gorontalo 

Kota juga diakibatkan oleh faktor kurangnya jumlah personil yang dimiliki 

Polres Gorontalo Kota. 

2) Kendala dalam mendapatkan informan/spionase 

Informan sendiri adalah orang yang memiliki informasi tentang suatu 

subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan adalah yang berkaitan 

tentang tindak pidana perempuan. Informan ini orang yang dapat 
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memberikan penjelasan yang detail, dan akurat menyangkut apa, siapa, 

dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana 

perdagangan perempuan. Informan dalam mengungkap tindak pidana 

perdagangan perempuan menempati kedudukan yang sangat penting, oleh 

karena itu polisi dalam mendapatkan informan ini sangat kesulitan. Sesuai 

dengan namanya, dia adalah sumber informasi bagi polisi dalam 

mengungkap kasus perdagangan perempuan. Tugas seorang informan 

sendiri adalah sebagai perantara polisi dalam mengungkap kasus 

perdagangan perempuan. Dia adalah orang yang bertugas mengenalkan 

anggota polisi kepada tersangka. Tanpa informan ini, tidak ada informasi, 

dan tanpa informasi maka akan cukup sulit bagi polisi untuk mengungkap 

tindak pidana perdagangan perempuan yang merupakan kejahatan jaringan 

yang terorganisir. 

b. Factor Eksternal 

1) Minimnya tingkat kesadaran hukum warga masyarakat 

Minimnya tingkat kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat Kota 

Gorontalo menjadi salah satu pemicu lahirnya hambatan yang dialami 

kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan di 

wilayah hukum Polres Gorontalo Kota. Seringkali masyarakat tidak 

memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana perdagangan 

perempuan, sehingga peran masyarkat masih lemah dalam upaya 

penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan, 
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akibatnya tidak ada masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana 

perdagangan orang perempuan ke pihak kepolisian Gorontalo Kota. 

2) Faktor korban itu sendiri 

Disamping lemahnya pemahaman hukum warga masyarakat dan kurangnya 

personil aparat kepolisian, juga hal lainnya yang menjadi hambatan adalah 

takutnya korban perdagangan perempuan yang melapor kasusnya ke pihak 

kepolisian karena adanya ancaman dari pelaku tindak pidana tersebut. Ini 

juga menjadi hal yang amat serius dialami Polres Gorontalo, sebab selama 

ini banyak korban perdagangan orang termasuk perdagangan perempuan 

yang enggan memberi laporan kepihak berwajib. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan 

saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan 

pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu : 

1. Sebaiknya Indonesia harus lebih banyak lagi mengadaptasi konfensi-konfensi 

internasional sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi masalah-masalah 

perdagangan orang, termasuk perdagangan perempuan yang semakin komplek. 

2. Seharusnya pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih 

banyak agar masalah kemiskinan ini dapat diatasi dengan baik karena faktor 

ekonomi dimana kemiskinan menjadi alasan utama untuk melakukan kegiatan 

perdagangan perempuan. 

3. Diharapkan upaya pencegahan terhadap perdagangan perempuan ini dapat 

diatasi dengan lebih cepat. Dalam hak melakukan perlindungan dan 
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penanganan hukum terhadap masalah ini, diharapkan kepada pihak-pihak yang 

terkait dapat melaksanakan hak-hak dan kewajibannya secara serius dan benar-

benar dilaksanakan. 
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